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?EITTAISG

PEDoMAI{UtuUMPEIYGAIIGI{ATAI{DAITPEMBERHENTIA1Y
TTilAGA HAffAI{ LEPAS

DILINGKuNGANPEMERINTA}II(ABUPATE'IIKATIHGAIT

IfENGANRAHMATTUHANYANGMAFTAESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang:a,bahwadalamrangkamenunjangkelancaran
pelaksan."*t 

-i 
rg.* Jyu". kerja perangkat daerah

il Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan'

perlu p*rrglt rr*t tentang fenganp]1ta1' dan

pemUeriret ti^tt tenaga harian lepas di lingkungan

i'emerintah KabuPaten Katingan ;

b 
3$1ffi ff#HH*rHXg,,T"#H*11J?1**,3?ffiN;*; -48 'r"hil ,006 .tentang Tlg"iff36fi
ir"-t*x".fi#i&tr.b",1iH'"^f#fr l' ffi*"' :

dTi J fiog7s.l 
-iii,gg"r 

r o ..lanuari 10 1 s Perihal :

Penegasan 
'- l,at*ffi,' Pengangkatan Tenaga

Honorer;
c. bahwa berdasarkan pertimbangar] sebagaimala

filiiirt""a p;a;dir*f ;-q*" hurlf b di atas' perlu

il*6pfd; P"tatu'un Bupati Katingryr tentang
Pedorran u*"J ?*"sa"gk"f.**'ian Peinberlientiaii
ffi ;s;-- H#;;"' ;;f"-di t'ingtcunsan Pemerintah
Kabu-Paten Katingan'

Mengingat:1'Undang-UndangNomor5Tahun2aQ2tentang
Pembentukan 

-Kabupaten Katingan' Stlt'paten
Seruyan, Kabupaten 

- 
Sukamara' Kabupaten

Lamandau, Kabr-rpaten Gunung Mas' Kabupaten

F rf""S Pisau, tabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 418O);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintah; Saerah {l,embaran Negara Republik

Indonesia Tuh'r,t ZAA+ Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Reptrblik trndonesia Nomor 44371'



3.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

NomIr 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah pu"sg"ttti UndingUndang Nomor 3

Tahun 2005 teiiang Perubahan Atas Undang

U"O""S Nomor U Tahun 2004 tentang
p"*"*it rr*r, Daerah menjadi undang undang

if,**f*"r, N*g"t" nepublik-indonesia Tahun 2005

Nomor 108 T;Uaf'ait Lembaran Negara Republik

Indonesia wo*o.+S4B), sebagaimana telah diubah

;;&; Undang:U"dans Nomor 12 Tahun 2ooa

;";;;g Perubihan keiua Atas Undang-Undang

N.*"i ee Tahun 2AA4 tentang Pgmgriltahart

il*t"ft trcmUaran Negara - Republik Indonesia

i"tr"" ZO.OS Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara

iepublik Indonesia Nomor 48441;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

if,"*U*"" Negara Republik- Indonesia Tahun 201 I
Nomor 82, fambah*tt t'"*Uaran Negera Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

i8 't'uh.rr, 2Aa'7 tentang Pembagran .Urusan
Pemerintaha:r Rttt"t* Pernerintah' Pemerintahan

Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupate n/Kota {Lembaran- Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA7 Nornor 82' Tambahan

Lembaran Negara Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

4t 'l'ahun ZiAZ tentang Organisasi Perangkat

Daerah {Lembaran NegJra - 
Repu}lik Indonesia

iJrrn dnaz No*o' 89, Tambahan Lembaran

N;;; RePublik Indonesia Nomor 47all;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

iJ;" 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi . Kewenangan

Pemerintah Kabupatei K"t"lryo (Lembaran Daeralr

Kabupaten Katin[an Tahun 2OO8 Nomor 3];

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2

i.ahun 2011 tentang Perubahan atas Peraiuran

Daerah fcabupatett Xlti"g*tt Nomor 4 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

n."r*ti dan-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

llaerah f<anupafen Katrngan{lembaran. Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4

Tahun 2}i"t ieniang Ferubahan atas Peraiuran

Daerah t<abupaten Xl'tingan Nomor 6 Tahun 2008

tentang org;;isasi dan Tata Kerja Inspektorat'

Badan r*tJ"""""* Pembangunan Daerah dan

Lembega 'tlei.nls Daerah Kabupaten Katingan

{Lembaran baerah Kabupaten Katingan Tahun

2011 Nomor 4);

4.

5.

6.

7.
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MenetaPkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG

PEDOMAN UNAUM PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KATINGAN.

BAB I

K TENTUAI{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Katingan'

2. pemerintah; Daerah *a**rr penyelenggaraan urusan

pemerintahanolehpemerintahdaerahdanDPRDmenurutasas
otonomidantugaspemban.tuandenganpnnsipotonomiseiuas-
luasnya a*r** -sistem a"t, 

-pti"sip "Negara resalyal Republik

Indonesia'ilt"g"i*""" Aim"*uO 
-d*t"t' 

Undang-Undang Dasar

Negara Repubiklndonesia Tahun 1945'

3. pemerintah*il;;;uh- "a"r"rr*e"p"t 
a*r. Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah'

4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan'

5. BuPati adalah BuPati KStilSan
6. Sekretari"i-D;;h selanjitnya disebut Setda, adalah unsur staf

pemerintah daerah'
f . Sekretari- 

-;;;t*h 
selanjutnya disebut Sekda' adalah Sekretaris

Daerah KabuPaten Katingan'
g. Sekretari*i-ni** r"r**r.1"r, Ralryat Daerah selanjutnya disebut

sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.

g. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah'

10. Lembaga T"k"il aaerah 
"a"f,,:r-""sur 

pendukung tugas kepala daerah'

11. staf Ahli adalah pejabat st"ir.t"*i Eselon II.b yang dikoordinasikan

oleh Sekretaris Daerah dfi;punyai tugas memberikan telaahan

sesuai dengan bidang tugasnYa'
12. Satuan Ke'a perangkat Dlerah yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Sekretariat n***tt, 
- S"f*i*t"ti"t npRn' Dinas Daerah'

Lembaga Teknis Dae#, 
- 
Rumah sakit umum Daerah,

Kecamatan/Kelurahan'
13.TenagaHarianl,epasada}ahTenagaHarianl.epasyangaianSt{^j3

diberhend; oilh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu se$ual

dengan ro"urt rt 
"r,, 

aan t emampuan daerah yang penghasilannya di

bebankan Pada APBD/APBN'

BAB II
TEI{AGA HARIA}I LEPAS

Pasai 2

Tenaga Harian LePas meliPuti :

a.SatuanPengamanan(PetugasJagaSiangdanPetugasJagaMalam};
b. Petugas Kebersihan;
c. T\rkang Kebun;
d. Petugas Pemungut Retribusi;
e. SoPir / Motoris;
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m.

Guru;
Dokter;
Perawat:
Bidan;
i"""Sl Kesehatan lainnya sesuai kebutuhan;

Penyuluh;
Tenaga Pendukung :

- Petugas feterti6an (satuan Polisi Pamong Praja);

- Petugas Pemadam Kebakaran;
- Operator KomPuter'
tenaga Ahli lainnya sesuai kebutuhan'

BAB III
PEilGAilGIIATAI$DANPEMBERIIEI{TIAII

TE.qAGA TIARIA}T LEPAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan Tenaga Harian LePas

Pasal 3

TenagaHarianLepasdapatdiangkat-olehBupatidengan
memperhatikan kebuiuhan pada satua:r unit kerja daerah ;

TenagaHarianl,epassebagaimanadimaksudayat(1)atasusulKepala
SKPd masing-masing sesuai kebutuhannya;

Kepala SKPD membuat surat perjanjlan- Kerja / kontrak Kerja dengan

tenaga harian lepas setelah d["t"pk;" dengan Keputusan Bupati;

I-Isia- Kerja- Tenaga Ha-rian Lepas

maksimal 56 tahun;
a-dajah minimal 18 Ta-hun dan

Bagian Kedua

Pemberhentian Tenaga Harian lepas

Pasal 4

Tenaga Harian lepas diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan

hormat karena :

a. Diterima men-iadi calon pegawai negeri sipil;

b. Anggota Partai Politik:
c. Telah mencaPai usia 56 tahun;
d. Adanya keb'ijakan pengurangan Tenaga Harian t'epas karena

penyederhanaan organisasi d'an kemampuan keuangan daerah

Vrrrg tidak memungkin{*t';
e. nt"J Permintaan sendiri'

TenagaHarianlepas.yangdiberhentikantidakdiberikanuang
peng[argaan atau sejenisnYa;

pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada

"v"i fil 
aitetapkan dengan keputusan Bupati'

(1)

t2)

\J'

(4\

(.2|

(1)

(3)

f.
ob'

h.
i.
j
k.
i.



Pasal 5

(1) Tenaga Harian lepas dapat diberhentikan tidak dengan hormat

karena :

a. Dihukum karena meiakukan penyeiewengan di bidang keuangan;

b. Melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang

bertentangan dengari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

atau; 
r hardeserkan putusan Pengadil' Napidanac. Dihukum berd"asarican Putusan Pengadiian dengan perkt

yang mempunyai kekuatan hukum tetap'

(2) Pemberhentian Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada
' ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV

UPAH

Pasal 6

(1) Besarnya upah Tenaga Harian Lepas ditetapkan dengan

Keputusan BuPati;

(2) Tenaga Harian Lepas yang tidak melaksanakan tugas tidak

diberikan upah.

BAB V

PEMBIAYAAIT

Pasal 7

Segala braya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini
-r.!i- -\a:rka; pu.,J* Arrggarar, Fenriapatan dzur Belanja Daer"ali Kabupatenurueu
Katingan.

BAB VI

PEMBIITAAII DAIT PENGAWASAIT

Pasal 8

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga

harian lepas di SKPD masing-masing guna terpeliharanya kelancaran

pelaksanaan tugas.

BAB VII

KETENTUAI{ PENUTT'P

Pasal 9

Dengan diteta.pkannya Pe_r1lYran Buplti ini, maka Peraturan Bupati
Katingan Nomor iS-Gft,r, 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi'
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Pasal 10

Hal- hai yang belum diatur clalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengeriai teknis pelaksanaanri],-a diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasai 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggatr diundangkan.

Agar setiap CIrang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal
n-.--!.------ n.----.j :--: --!---.---.-. J^1---- n---:/ n- ----1-
Fei a'r"i;i-ait tjUpaii iiii Liei-rgair iieileiiipaiailil:va Qarailr Dsrrta L-lactarr

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan cii Kasongan
padatanggal G -lz^ rola

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
paria tanggal 6 't2- - zolb

PIt. SEKRETARIS DAERAH
3II{GAN,

c

JAINUDIN SAPRI

BtrRITA DAERAH KABUPA?EN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 1 ?Q
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